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ABSTRAK 

 

Banyak dari masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir yang memiliki kebun sawit,   

sewaktu-waktu hasil kebun tersebut digunakan sebagai pembayaran utang. Selama 

perjanjian seluruh hasil panen diserahkan pada pemberi pinjaman dengan waktu 

pembayaran tahunan sesuai kesepakatan. Pada pengembalian utang ini mengandung 

spekulasi,  karena diketahui total  berat dan pendapatan dari panenan tidak dapat 

dipastikan apakah seperti biasa, kurang atau bahkan lebih karena beberapa faktor. 

Maka dalam pembayaran tersebut perlu diketahui apakah pelaksanaan dan akadnya 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi hukum Islam. Subjek dari penelitian ini adalah informan 

peminjam / pemberi pinjaman. Objeknya adalah akad dari pembayaran utang 

menggunakan panenan sawit. Sumber data primer melalui wawancara langsung 

dengan peminjam, pemberi pinjaman dan yang terkait dengan utang piutang 

tersebut. Data skunder diambil dari berbagai pendapat ulama, buku fikih, jurnal dan 

sumber tulisan lainnya yang relevan. 

Hasil penelitian menemukan bahwa utang piutang dengan pembayaran 

menggunakan panenan sawit ini seluruh rukunnya sudah terlaksana yaitu adanya 

para pihak, barang yang dipinjamkan dan ijab kabul. Kemudian syarat akad qarḍ 

yaitu bagi para pihak sudah cakap hukum dan akad dilakukan secara sukarela, objek 

qarḍ dapat diukur / ditakar serta bernilai harta dan dapat dimanfaatkan. Namun 

syarat akad/ ṣῑgah terdapat lebih dari satu akad yaitu utang piutang dan bisnis 

(mencari keuntungan) menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan karena nash 

agama, agar tidak terjerumus pada riba yang diharamkan. Serta pada pengembalian 

utang yang mengandung unsur maysir yang menyebabkan ada untung dan rugi juga 

tidak dibenarkan. Adapun penggunaan objek yang belum tampak yaitu panenan 

sawit tersebut termasuk gharar yang diharamkan. Keuntungan yang didapat pada 

utang piutang ini termasuk riba meski merupakan kesepakatan kedua belah pihak, 

karena kelebihan tersebut dipersyaratkan saat awal perjanjian yaitu untuk jasa 

pinjaman. 

 

 

Kata Kunci: Utang Piutang, Qardh, Riba, Maysir, Gharar, Multi Akad 
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ABSTRACT 

 

 Many of the people of Teluk Piyai Pesisir Village have oil palm plantations, 

from time to time the garden produce is used as a debt payment. During the agreement, all 

harvests are handed over to the lender with annual payment terms according to the 

agreement. The return of this debt contains speculation, because it is known that the total 

weight and income from the harvest cannot be ascertained whether, as usual, it is less or 

even more due to several factors. So in these payments it is necessary to know whether the 

implementation and the contract are in accordance with the provisions of Islamic law or 

not. 

 The type of this research is field research. the nature of qualitative research with 

an approach to the study of Islamic law. The subjects of this research are borrower/lender 

informants. The object is a contract of debt repayment using palm harvest. Primary data 

sources through direct interviews with borrowers, lenders and those related to these debts. 

Secondary data was taken from various opinions of scholars, fiqh books, journals and 

other relevant written sources. 

 The results of the study found that debts and receivables with payment using the 

harvest of palm oil have all been carried out, namely the existence of the parties, the goods 

lent and the consent granted. Then the terms of the qarḍ contract are that the parties are 

legally competent and the contract is carried out voluntarily, the qarḍ object can be 

measured / measured and has property value and can be utilized. However, according to 

the majority of scholars, it is not permissible because of religious texts, so as not to fall 

into usury which is forbidden. As well as repaying debts that contain elements of maysir 

which cause gains and losses are also not justified. As well as the use of objects that have 

not been seen, namely the harvest of palm oil, including gharar which is forbidden. The 

profit earned on these debts includes usury even though it is an agreement between the two 

parties, because the excess is required at the beginning of the agreement, namely for loan 

services. 

 

 

Keywords: Debts and Receivables, Qardh, usury, Maysir, Gharar, multiple contracts
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MOTTO 

 

 ليس الجمال بأثواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والأدب 

“Keindahan yang sebenarnya bukanlah karena pakaian yang menghias tubuh kita, 

melainkan keindahan itu karena ilmu dan akhlak yang baik.” - Hukama 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

 
A. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا
Alif - - 

 ب 
Ba’ B Be 

 ت 
Ta’ T Te 

 ث 
Ṡa’ Ṡ es dengan titik di atas 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ḥa’ Ḥ ha dengan titik di bawah 

 خ
Kha Kh ka-ha 

 د
Dal D De 

 ذ
Żal Ż zet dengan titik di atas 

 ر
Ra’ R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س 
Sin S Es 

 ش 
Syin Sy es-ye 

 ص
Ṣād Ṣ es dengan titik di bawah 

 ض
Ḍaḍ Ḍ de dengan titik di bawah 

 ط 
Ṭa’ Ṭ te dengan titik di bawah 
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 ظ 
Ẓa’ Ẓ zet dengan titik di bawah 

 ع
‘ain ‘ Koma terbalik di atas 

 غ
Ghain G Ge 

 ف 
Fa’ F Ef 

 ق 
Qāf Q Ki 

 ك
Kāf K Ka 

 ل 
Lam L El 

 م
Mim M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ه
Ha’ H Ha 

 ء
Hamzah ’ Apostrof 

 ي
Ya’ Y Ya 

 

 

 

 

B. Vokal 

 

1. Vokal Tunggal 

 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

◌  َ  --------- Fatḥah A A 

◌  َ  --------- Kasrah I I 

◌  َ  --------- Ḍammah U U 

 

Contoh: 
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 su’ila سئل kataba كتب

2. Vokal Rangkap 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a – i ي َ  

 Fatḥah dan wau Au a – u وَ  

 
 

3. Vokal Panjang 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan alif Ᾱ a dengan garis di atas أ  

 Fatḥah dan ya Ᾱ a dengan garis di atas ي َ  

 Kasrah dan ya Ῑ i dengan garis di atas ي َ  

 Ḍammah dan ya Ū u dengan garis di atas و َ  

 
 

Contoh : 

 

qīla       قيل                         qāla     قال 

yaqūlu        يقول          ramā        رمى 
 

C. Ta’ Marbūṭah 

 

1. Transliterasi ta’ marbūṭah hidup 

 

Ta’ marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah dan 

ḍammah transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbūṭah mati 

 

Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 



xi  

 

 

 

 

Contoh: 

         ṭalḥah          طلحة  
  

3. Jika ta’ marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan 

bacaannya terpisah, maka ta’ marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan 

“ha”

Contoh: 

 

           الأطفال

      
 rauḍah al-aṭfāl روضة 

al-Munawwarah  al-Madīnah           المنورة   المدينة 

 
D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

 

 nazzala ن  زل 

birru-al          ر الب 
 
 

E. Kata Sandang “ال” 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

 Namun  dalam  transliterasi  ini,  kata  sandang  dibedakan  atas  kata  sandang  .”ال “

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 



xii  

 

 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh: 

 

lraju-ar          رجل ال 

ahsayyid-as           دةيس َ    ال 
 
 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah maupun huruf Qamariyyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda sambung (-). 

Contoh: 

 

 al-qalamu القلم

al-badī‘       البديع  

 
F. Hamzah 

 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
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 syai’un شيء

umirtu        امرت  

an-nau’u         النوء 

 
G. Huruf Kapital 

 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada 

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan 

kalimat. 

 

 

Contoh:  
rasūl illā Muḥammadun Wamā         رسول   إلا   محمد  وما 

 

 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

الله الرحمن الرحيم بسم   

 

ن على امورالدنيا و الدين, والصلاة  الله رب العالمين , و به نستعي دالحم

وصحبه آجمعين. آما بع, وعلى آله والمرسلين  نبياء ل لوالسلام على أشرف ا   

 
Segala puji syukur atas kehadirat Allah Swt. dengan segala rahmat, hidayah dan 

karunia Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan 
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skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan 

Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit (Studi Kasus di Desa Teluk Piyai 

Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir)” ini dapat terselesaikan dan 

diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari besarnya bantuan dan 

dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan kali 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain serta memiliki banyak kebutuhan, bukan 

kebutuhan rohani saja tetapi juga jasmani seperti makan, minum, pakaian serta 

tempat tinggal. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut banyak yang 

membutuhkan pertolongan satu sama lain. Oleh sebab itu maka dalam 

kehidupan bermasyarakat wajib untuk menolong antar sesama. 

Hubungan manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. 

Dalam muamalah manusia diberi kekuasaan untuk menjalankannya, namun 

dalam menjalankan proses muamalah ia harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Salah satu bentuk 

muamalah ialah utang piutang. Utang piutang merupakan tindakan yang 

terpuji karena terdapat unsur tolong-menolong dengan sesama manusia 

sehingga dapat meringankan beban orang lain. 

Di dalam Islam kegiatan utang piutang  biasa disebut dengan “qarḍ”.  

Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya 

dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa imbalan dengan 

harapan pahala dari Allah pada kedua kondisi tersebut.1 Menurut imam 

Syafi’i, utang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. 

 
1 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 333. 
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Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan 

disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan 

pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa 

(sama).2 

Memberikan utang merupakan bentuk tolong menolong yang mana 

sangat dianjurkan oleh agama. Terdapat dalam al-Qur’an yang berbunyi  : 

الى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم   ظرة فن عسرةوإن كان ذو 

 تعلمون 3

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang yang berutang itu dalam 

kesulitan, maka hendaklah kita memberikan masa tangguh. Dan apabila kita 

menyedekahkan semua ataupun sebagian dari utang tersebut maka itu lebih 

baik. 

Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma, bahwa beliau menjual 

unta di Baqi’ dengan dinar. Dan mengambil pembayarannya dengan dirham. 

Kemudian beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi saw. dan kusampaikan, 

“saya menjual unta di Baqi’ dengan dinar secara kredit dan aku menerima 

pembayarannya dengan dirham. Beliau bersabda “ tidak masalah kamu 

mengambil dengan harga hari pembayaran, selama kalian tidak berpisah, 

sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai.” (HR. Ahmad, 

Nasai, Abu Daud dan yang lainnya). Penjelasan dari hadis ini adalah 

dibolehkan menerima pembayaran utang dalam bentuk yang lain dengan 
 

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah (Bandung: Alma’rif, 

1977), hlm. 59. 

 
3 Al-Baqarah (2) : 280. 
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syarat. 

Hakikat qarḍ adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang 

meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, 

di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Qarḍ 

mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk 

memenuhi hajat peminjam.4 

Berkaitan dengan keterangan diatas, fuqaha sepakat bahwa perjanjian 

utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang 

piutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak yang mengutangi. 

Misalnya, memberikan persyaratan memberikan keuntungan atau manfaaat, 

apapun bentuknya, atau tambahan hukumnya haram.5  Di dalam al-Qur’an 

Allah melarang riba, terdapat dalam surat al-Imran ayat 130” 

عفة واتقوا الله لعلكم  منوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضا نيا أيها الذي 

 تفلحون 6

Ayat tersebut berisi tentang larangan memakan riba dengan berlipat 

ganda dan ajakan untuk bertakwa kepada Allah agar menjadi orang yang 

beruntung. Meski sudah dijelaskan bahwa riba itu dilarang namun pada 

prakteknya masih banyak yang tidak memperdulikan dan melakukan hal yang 

menyimpang tersebut, khususnya dalam melakukan utang piutang dengan niat 

untuk mendapatkan keuntungan, bukan sekedar ingin menolong orang yang 

 
4 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah  ke 

dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: Refika Aditama, 2011),  hlm. 267. 

 
5 Ibid., 

 
6 Ali-Imran (3) : 130. 
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membutuhkan pertolongan.  

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa utang piutang merupakan suatu 

akad tolong menolong, begitu juga yang terjadi di Desa Teluk Piyai yaitu 

utang uang yang dibayar dengan sawit. Desa ini terletak di kecamatan Kubu 

kabupaten Rokan Hilir. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah berkebun 

dan berdagang. Banyak dari mereka yang mengandalkan kebun untuk 

menjalani kehidupan, namun akan terkendala saat dalam keadaan mendesak 

seperti berobat. Suatu saat ada kalanya masyarakat Teluk Piyai membutuhkan 

pertolongan dari orang lain, yang mana  sebagian dari mereka melakukan 

pinjaman dengan pembayaran menggunakan hasil kebun sawit yang mereka 

miliki. Di saat panen maka seluruh hasil panenan sawit akan diambil oleh 

pemberi pinjaman setiap waktu panen, panenan tersebut sebagai pembayaran 

utang.  

Gambaran utang piutang yang terjadi di Desa Teluk Piyai  dijelaskan 

bahwa FA meminjamkan uang kepada HH sebesar 20 juta kemudian 

pembayaran utangnya dengan cara menyerahkan seluruh buah sawit milik FA 

setiap waktu panen selama 1 tahun kepada HH. Diketahui bahwa harga buah 

sawit pada panenan pertama yaitu Rp. 2.100/kg x 900 (berat panen) = Rp. 

1.890.000 jika perbulan dilakukan panenan sekali, kemudian dalam jangka 

waktu setahun harga dan berat yang didapati dari panenan tetap dalam jumlah 

tersebut maka dalam setahun (12 bulan) total pembayarannya menjadi Rp. 

22.680.00. Namun karena harga dari buah sawit tersebut ada kemungkin akan 

berubah pada bulan ataupun tahun berikutnya karena beberapa faktor seperti 



5 
 

menyesuaikan kebijakan pemerintah ataupun kondisi buah sawit tersebut. 

begitu juga total berat sawit yang tidak dapat dipastikan berapa panenan yang 

akan didapati pada bulan selanjutnya, apakah panenan sawit akan naik 

ataupun turun, jika naik maka pemberi pinjaman akan mendapatkan kelebihan 

dalam transaksi tersebut. Namun, jika turun sebagai contoh pada panenan 

pertama harga sawit Rp. 2.100/kg namun pada bulan bulan selanjutnya harga 

sawit turun menjadi Rp. 1.900/kg, Ataupun malah naik. Maka pada sistem 

pembayaran dengan cara ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan 

seharusnya, sehingga jumlah pembayaran utang tersebut tidak ada kejelasan, 

disebabkan juga karena berakhirnya pembayaran utang diukur berdasarkan 

waktu kesepakan, bukan berdasarkan nominal utang. Oleh sebab itu perlu 

diketahui apakah praktek utang piutang ini sudah sesuai dengan hukum Islam 

atau belum, apakah terkandung unsur riba atau tidak serta bagaimana 

penyelesainnya. 

Berdasarkan latar belakang ini, maka penyusun ingin melakukan 

penelitian yang akan disusun dalam skripsi dengan judul : “ TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN 

PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT (STUDI 

KASUS DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU 

KABUPATEN ROKAN HILIR). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik pembayaran utang-piutang dengan menggunakan 

panenan sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamaran Kubu?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang 

menggunakan panenan sawit? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan praktek pembayaran utang-piutang dengan 

menggunakan panenan sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir 

Kecamaran Kubu. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran 

utang menggunakan panenan sawit. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai masalah muamalah yang 

khususnya membahas mengenai utang piutang yang dibayar 

dengan panenan sawit pada penulis dan pembaca. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan agar memberikan 

kesadaran bagi masyarakat di Desa Teluk Piyai Pesisir 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bahwa pentingnya 

hukum Islam sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan 

pada masyarakat agar lebih hati-hati saat bermuamalah. Dan 
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sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh 

gelar S.H. pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sulfaidah, Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di Kalangan Masyarakat Petani 

di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini adalah 

praktiknya tersebut sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukum 

dan syarat qard. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang 

sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi tidak sah. Kelebihan 

yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan transaksi tersebut menjadikan 

transaksi tersebut mengandung unsur riba karena adanya pihak yang 

mendapatkan keuntungan.7 Perbedaan penelitian ini adalah pembayaran utang 

tersebut sudah ditentukan oleh muqridh (pemberi pinjaman) dengan satuan 

kilogram (Kg). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulun Nangimu Saadah yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang 

Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo. Hasil dari 

penelitian ini adalah Menurut hukum Islam sebagaimana dalam kesepakatan 

para ulama pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum 

 
7 Sulfaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah di 

Kalangan Masyarakat Petani di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba,” Skripsi (Makassar: 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020) 
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hukumnya boleh dan sudah sesuai dengan akad qard. Mengenai pemotongan 

harga para ulama berbeda pendapat.8 Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada penelitian ini fokus membahas bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik 

pelunasan utang piutang tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Putryana dengan judul Praktik 

Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten 

Seluma), (Bengkulu : Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). 

Penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi utang piutang tersebut termasuk 

dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa utang piutang yang 

mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal 

atau tidak sempurna, karena salah satu rukun utang piutang tidak terpenuhi 

yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada 

toke karena adanaya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain 

utang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba 

yang diharamkan.9 Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik utang piutang antara petani 

dengan toke kopi di di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten 

Seluma yang terdapat adanya penambahan syarat dalam akad. 

 
8 Nuzulun Nangimu Saadah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang 

Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo”, Tesis (Ponorogo: Institusi 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019) 

 
9 Siska Putryana, “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif 

Hukum Islam di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”, Skripsi (Bengkulu: 

Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021) 
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Penelitian berjudul Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di 

Desa Lembang Lohe yang dilakukan oleh Nurhasanah dengan hasil penelitian 

bahwa arisan bahan pokok yang diprektakkan di Desa Lembang Lohe 

Kecamatan Tellulimpoe mengikuti hukum asal utang adalah boleh. Akan 

tetapi dalam rukun dan syaratnya tidak sesuai dimana dalam Ma’qud ‘alaih 

berupa bahan pokok yaitu Beras berbeda kualitas yang diterima oleh peserta. 

Dan dalam Sighat al-‘aqd atau Ijab Qabul terjadi perubahan dimana terdapat 

peserta yang meminta perolehan dalam bentuk uang berbeda dengan Sighat 

diawal bahwa objek dari arisan ini berupa bahan Pokok yakni Beras. Hal 

tersebut menyebabkan rusaknya sighat dari arisan.10 Perbedaannya ialah pada 

objek penelitiannya yaitu mengenai praktik arisan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Paramudita yang berjudul 

Tinjauan Qard Terhadap Hutang Piutang Jasa Tenaga (Utang Boyok) di Desa 

Kedungpanji kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan kesimpulan 

bahwa obyek akad utang piutang jasa tenaga di Desa Kedungpanji Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan dibolehkan menurut kaidah qard, karena syarat 

dan rukunnya sudah terpenuhi. Meskipun objek akad berupa tenaga, tetapi 

tenaga tersebut bisa dihitung dengan berbasis waktu dan utang piutang ini 

termasuk kebiasaan turun temurun yang tidak hanya bermotif ekonomi saja, 

tetapi di dalamnya terkandung unsur ta’awun (tolong menolong).11 

 
10 Nurhasanah, “Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe”, 

Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008) 

 

               11 Anggun Paramudita, “Tinjauan Qard Terhadap Hutang Piutang Jasa Tenaga (Utang 

Boyok) di Desa Kedungpanji kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, Tesis (Ponorogo: 

Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)  
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Perbedaannya ialah penelitian ini membahas mengenai utang jasa yang bisa 

dihitung berbasis waktu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fedra Hermawan, Praktek Hutang 

Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang 

Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam disimpulkan dari hasil 

analisanya bahwa Pengembalian utang tersebut dilakukan setelah melewati 

masa panen beras. Utang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak 

diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani. 

Praktek utang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan 

Kedurang tidak sesuai dengan sistem utang piutang dalam ekonomi Islam 

karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian utang 12. Perbedaannya 

ialah pada penelitian ini sudah jelas ada tambahan dan jumlah dalam 

pembayarannya juga sudah ditentukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zakkiyyatul Munawwaroh, Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Dalam Penanaman Tembakau Dibayar 

Setelah Panen. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam perjanjian utang piutang 

petani berutang pupuk tembakau kepada pemilik toko pupuk/perusahan pupuk 

tembakau. Kemudian jika tidak bisa mengembalikan utangnya pada waktu 

tempo maka harus mengmbalikan utangnya dengan tambahan 5%, kemudian 

jika saat panen berikutnya juga tidak bisa mengembalikan utangnya maka 

 
 

               12 Fedra Hermawan, “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang 

Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi 

(Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri, 2020) 
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ditambah 5% lagi, maka menjadi 10% begitu seterusnya.13 Pada penelitian ini 

membahas mengenai pertambahan saat utang tidak dapat dibayar tepat waktu, 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pertambahan 

yang sudah ditetapkan sejak awal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Nofitasari yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di 

Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa dalam praktik ini penentuan harga gabah dalam satuan kilogramnya 

harus dikurangi atau dihargai lebih rendah dari harga pasaran. Dalam 

pengurangan harga juga sesuai dengan jatuh temponya.14 Perbedaannya adalah 

pada praktik ini meneliti tentang utang yang dibayar menggunakan gabah dan 

adanya pengurangan nilai gabah yang dipakai untuk pembayaran utang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Azhari dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu. Dengan hasil 

bahwa utang piutang tanpa batas waktu yang dilakukan di toko sembako Desa 

Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, yang mana antara yang 

berutang dan pemberi utang tidak adanya kesepakatan batas waktu dalam 

pembayaran utang dan utang dilakukan tidak secara tertulis. Adapun utang 

piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karna tidak adanya 

 
13 Zakkiyyatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk Dalam 

Penanaman Tembakau Dibayar Setelah Panen”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2020) 

 
14 Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang 

Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016) 
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batas waktu dan tidak secara tertulis sehingga rentan terjadinya perselisihan. 15 

Perbedaanya adalah pada penelitian ini meneliti mengenai utang di warung 

sembako yang pembayarannya tidak ada batas waktu sedang penelitian yang 

akan dilakukan ada terdapat batas waktu yang sudah ditetapkan. 

E. Kerangka Teori 

1. Qarḍ 

Qarḍ (utang piutang) adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, 

pertama yaitu pihak yang menyerahkan hartanya untuk digunakan/ 

dimanfaatkan oleh pihak kedua, dan pihak kedua tersebut wajib 

mengembalikannya kepada pihak pertama serupa sebagaimana yang ia 

ambil tanpa ada imbalan ataupun tambahan dalam pengembaliannya. 

Hakikat al- qarḍ adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang 

meminjam, ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, 

di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Qarḍ  

mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk 

memenuhi hajat peminjam.16 

2. Gharar 

Gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang 

mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan 

 
               15 Roni Azhari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu”, 

Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020) 

 
16 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam 

Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),  hlm. 267 
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kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan.17 Sehingga tujuan utama 

mencari keridhaan dalam bertransaksi tidak lah ada. Dampak yang timbul 

dari perbuatan gharar adalah dapat menciptakan ketidakadilan, oleh karena 

itu gharar menjadi transaksi yang dilarang dalam Islam.18 

Praktik gharar dalam praktik jual beli dapat merugikan pihak pihak 

yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Karena 

sesuatu yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa 

kepastian sangat mungkin terjadi, keduanya akan merasakan kerugian dan 

keraguan satu sama lain, sehingga salah satu pihak dirugikan atas 

keuntungan yang lain. Oleh karena itu, gharar dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bentuk, yang pertama adalah kecurigaan bahwa ada hal-hal 

antara yang dapat dicapai atau tidak. Kedua: Bentuk tidak diketahui dari 

segi sifat, ukuran, ukuran, dan sejenisnya.19 

3. Maysir 

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan 

yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maysir 

adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maysir maupun qimar 

dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of cance). 

 
17 L M. Abdul Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern, Lentera Islam (Jakarta: Lentera 

Islam), hlm.14. 

 
18 Zulfahmi dan Nora Maulana, Batasan Riba, Gharar, dan Maisir Isu Kontemporer 

Dalam Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta : UIN SUKA, 2022), hlm. 141. 

 
19 Muh Fudhail Rahman,  Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi 

Maliyah (SALAM: 2018), hlm. 258. 
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Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maysir adalah perjudian.20 

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi 

yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa 

yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara 

mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian 

tertentu”.21 

F. Metode Penelitian  

1. Sifat penelitian 

Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan 

objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai penelitian yang 

sedang diteliti. Metode Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.22 Studi kasus yang digali 

adalah kejadian pada kasus dan aktivitas pada masa tertentu. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan dilakukannya wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan 

juga didukung oleh bahan pustaka (Library research) seperti buku-buku, 

 
20 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam 

(Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 215. 

 
21 Muhammad Arif, Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam (Makassar: 2019), 

hlm. 10. 

 
22 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2012), hlm. 181. 
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bacaan makalah, jurnal dan sumber lainnya. Dengan ini penelitian tentang 

tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang menggunakan 

sawit, data dan fakta yang dijumpai dilapangan akan dikaji dan dianalisis, 

sehingga permasalahan dalam penelitian dapat terjawab.  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu 

penelitian penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder 

melalui bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer atau data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat.23 Dalam hal ini peristiwa 

hukumnya adalah utang piutang dengan pembayaran menggunakan 

panenan sawit. 

4. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data skunder. 

a. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, 

bisa melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk 

dokumen resmi yang didapat kemudian diolah oleh peneliti.24 

dalam hal ini sumber data diperoleh melalui wawancara langsung 

terhadap peminjam uang (muqtaridh), pemberi pinjaman (muqridh) 

yang dibayar menggunakan panenan sawit dan saksi-saksi dalam 

 
23 Muki Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 154. 

 

               24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),  hlm. 106. 
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utang piutang menggunakan panenan sawit sebagai pembayarannya 

di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan 

Hilir. 

b. Data Sekunder adalah data yang didapat pada dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi maupun 

peraturan perundang-undangan.25 Sumber data skunder dalam 

penelitian ini berupa buku-buku fikih, hukum Islam dan juga 

pendapat para ulama. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

c. Wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dalam 

penelitian untuk memberikan keterangan dari penelitian yang akan 

dibahas. Disini peneliti melakukan wawancara dengan warga Desa 

Teluk Piyai Pesisir yang terkait yaitu pemberi pinjaman utang 

dengan pembayaran menggunakan panenan sawit sebanyak (6) 

orang, peminjam (4) orang dan saksi (5) orang. 

d. Observasi, dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan 

terhadap data yang diteliti. Disini peneliti melakukan pengamatan 

langsung terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran 

panenan sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir. 

e. Studi Pustaka, dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data 

atau membaca bacaan yang relevan sesuai pembahasan dalam 

 
               25 Ibid.,  hlm. 107. 
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penelitian ini melalui buku-buku, skripsi terdahulu, internet dan 

media lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang 

Piutang Dengan Pembayaran Menggunakan Panenan Sawit ( Studi Kasus di 

Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir) ini di 

susun dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab yaitu : 

Bab I,  pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan dari 7 subbab 

tersebut dan sebagai pengantar atas pemahaman isi yang akan disajikan. 

Bab II, tentang teori yang akan dilakukan dalam menganalisis 

permasalahan penelitian. Terdapat landasan teori yang digunakan dalam 

pendiskripsian teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis data 

lapangan. 

Bab III, berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian yang berisi 

gambaran umum tempat penelitian, Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Bab IV, berisi analisis dari data-data lapangan yang telah didapatkan 

dengan teori-teori yang sudah ditemukan. 

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian 

serta saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak yang berhubungan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dianalisis sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Praktik pembayaran utang piutang dengan menggunakan panenan 

sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir ini sudah 

sesuai dengan hukum Islam yaitu perintah untuk mengembalikan 

perjanjian secara baik sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Anfal 

ayat 58. Tetapi adanya pensyaratan kelebihan untuk jasa pinjaman 

yang dilakukan saat transaksi ini melanggar hukum Islam salah 

satunya dalam surah al-Baqarah ayat 188. Serta penyelesaian 

pengembalian utang piutang yang ternyata tidak menutupi utang pokok 

sebaiknya yang berutang melunasinya karena merupakan kewajiban 

dalam membayar utang. 

2. Berdasarkan rukun akad utang piutang yang dibayar menggunakan 

panenan sawit di Desa Teluk Piyai ini sudah terpenuhi. Kemudian 

syarat-syarat dalam qarḍ, diantaranya 1).  Aqid (Orang yang berutang 

dan berpiutang) 2). Ma’qud Alaih (objek) yang digunakan yaitu 

panenan sawit ini merupakan gharar yang diharamkan karena 

menggunakan sawit yang belum tampak, pengembalian utang tersebut 

mengandung unsur maysir karena terdapat untung rugi. Panenan sawit 

tersebut diperbolehkan jika hanya sebagai pelengkap dan pohon sawit 
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tersebut yang menjadi objeknya. 3). Pada ijab dan kabul terdapat akad 

yang lebih dari satu, untuk tolong menolong dan untuk 

berbisnis/mencari keuntungan ini tidak dibenarkan karena ada nash 

yang melarangnya. Kemudian, persyaratan kelebihan untuk jasa 

pinjaman merupakan riba karena sudah dipersyaratkan saat awal 

perjanjian.  

B. Saran 

1. Bagi masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir Kabupaten Rokan Hilir 

khusunya masyarakat yang pernah melakukan praktik hutang dibayar 

dengan panenan sawit, agar lebih mengetahui bahwa Islam sudah 

mengajarkan prinsip dalam bermuamalah yang sesuai dengan hukum 

Islam, sehingga masyarakat tidak lagi semena mena dalam 

bermuamalah sehingga berakhir pada hal yang dilarang oleh Islam. 

Salah satunya dengan tidak melakukan pembayaran dengan panenan 

sawit berdasar tahun tersebut. Pembayaran bisa dilakukan saat waktu 

panen yang sudah diketahui jumlahnya. 

2. Sebaiknya transaksi dilakukan dengan akad ijaroh dengan 

menyewakan kebun sawit tersebut (menjadikan kebun sawit sebagai 

objek akad), keuntungan dan kerugian yang merupakan ghoror pada 

ijaroh diperbolehkan jika masih dalam batas wajar. Serta tidak 

mensyaratkan sesuatu didalam akad yang dapat merusak akad tersebut. 
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